ANALISIS HUKUM ATAS TUNTUTAN PEMERINTAH DESA TERHADAP
ASET TANAH PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 5
(Studi Kasus Tanah Eks Pabrik Gula Djatie Desa Jatirejo, Kecamatan
Loceret, Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana terapan di

Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh :
DWIANTO RUDI WIDAGDA

NIT.22314455

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026



ABSTRACT
The former Djatie Sugar Factory land in Jatirejo Village, Loceret District,
Nganjuk Regency, held by PT Perkebunan Nusantara I Regional 5 under a
Building Use Right (Hak Guna Bangunan), has long remained unproductive,
prompting a claim by the Village Government. This study aims to analyze the legal
standing of the Jatirejo Village Government’s claim, to formulate a dispute
resolution scheme, and to examine its legal implications for legal certainty and

the status of the land asset.

This research employs normative legal research (juridical-normative) that
is prescriptive and qualitative in nature, using statutory, conceptual, and case
approaches. Legal materials are analyzed through legal interpretation and
construction guided by the Four-Pillar Integral Reflection Methodology
(Metodologi Refleksi Integral 4 Pilar) to dissect the root of the problem
teleologically and to test the causal logic between norms, while informants’
Statements are positioned as factual context. The assessment of legal effectiveness

is limited to the legal factor, namely the substance of legislation.

The results show that the Village Government’s claim has a valid juridical
basis under Law Number 3 of 2024, supported by indications of abandoned land
(Government Regulation Number 20 of 2021), inconsistency in fulfilling the
elements of the Building Use Right, the social function principle of land (Article
6 of the Basic Agrarian Law), and a legal question concerning the validity of the
nationalization process that must be evaluated by the competent authority.
Nevertheless, PT Perkebunan Nusantara retains a strong formal position through
its registered certificate and the status of separated state assets; yet, under logical
(mantiq) examination, a fallacy of misplaced priority (hysteron proteron) is
identified, in which the corporation places administrative fear over state assets
above its obligation to fulfill the social function of land, so the claim does not by
itself create a right of control. The recommended resolution is a phased non-
litigation pathway culminating in the granting of land rights over a Management

Right (Hak Pengelolaan), with the designation of state land as a prerequisite,
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while litigation serves as a last resort. This resolution, through the Management
Right scheme, implies the realization of just legal certainty (teleology), whereby
state assets remain legally secured while the land’s function is restored for the
greatest prosperity of the people as mandated by Article 33(3) of the 1945

Constitution.

Keywords: abandoned land; Building Use Right; Four-Pillar Integral
Reflection Methodology, separated state assets;, Management Right; land dispute

resolution
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini menghadapi berbagai pemasalahan dibidang pertanahan.
Eskalasi konflik tersebut dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan
yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan urgensi penyelesaian secara
komprehensif dan berbasis kepastian hukum. Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (2025), mencatat sebanyak 51.662
kasus sengketa, konflik, dan perkara tanah periode 2015 sampai dengan 2025,
dimana 29.555 kasus atau 57,21% telah selesai dan 22.107 kasus atau 42,79%
masih belum selesai. Tipe kasus pertanahan tersebut terdiri dari 13.712 kasus
sengketa dengan rincian 78,95% telah selesai yang menyisakan 2.887 kasus, 616
kasus konflik dengan rincian 69,97% kasus telah selesai yang menyisakan 185
kasus, dan 37.334 kasus perkara dengan rincian 49,01% kasus telah selesai yang
menyisakan 19.035 kasus perkara. Data ini menunjukkan peningkatan kompleksitas
permasalahan pertanahan lebih dari sekedar melibatkan permasalahan dibidang
hukum, namun termasuk beberapa bidang seperti sosial, ekonomi, dan politik.
Tahun 2024 terakhir Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadinya
lonjakan jumlah konflik agraria yang mana, lebih dari 50 kasus konflik agraria,
yang melibatkan sekitar 1.113.577,44 hektar tanah dan berakibat pada 67.436
keluarga di 329 desa atau setara dengan menaiknya jumlah konflik 21% (Abita
Jovina, 2025). Studi terhadap sengketa serupa menunjukkan bahwa posisi
masyarakat kerap lemah ketika berhadapan dengan BUMN sebagai pemegang hak
(Adityo Santoso dkk., 2023).

Dalam konteks pemilikan dan penguasaan tanah, negara Indonesia menganut
prinsip hak menguasai negara seperti diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 dimana dikatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Prinsip ini selanjutnya diuraikan dalam

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi fondasi hukum pertanahan



nasional. UUPA mengamanatkan bahwa penguasaan negara atas tanah bukan
berarti kepemilikan, melainkan wewenang dalam mengatur peruntukan,
penggunaan, dan pemeliharaan guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Rahmat
Ramadhani, 2022). Implementasi prinsip ini melahirkan kompleksitas tersendiri
ketika berhadapan dengan realitas penguasaan tanah oleh berbagai entitas, termasuk
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola aset tanah dalam jumlah besar
untuk kepentingan ekonomi nasional.

Permasalahan sengketa tanah menjadi semakin kompleks ketika melibatkan
aset tanah yang dikuasai oleh BUMN, khususnya PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) I Regional 5. BUMN yang mana keseluruhan atau bagian besar modalnya
dimiliki negara dimana badan usaha ini memiliki status hukum khusus pada
pengelolaan aset, termasuk aset tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang BUMN, terdapat penyataan perihal kekayaan negara yang
dipisahkan, dalam hal ini kekayaan tersebut menjadi kekayaan badan usaha.
Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa sektor perkebunan yang dikelola
PTPN secara konsisten menempati posisi puncak sebagai penyebab konflik agraria
di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, lonjakan kasus agraria masih didominasi oleh
sengketa di sektor pertanian secara luas, khususnya pada subsektor perkebunan.
Jumlah konflik ini mengalami kenaikan signifikan, tahun 2021 terdapat 74 kasus
yang meningkat menjadi 111 kasus di tahun 2024. Dari 111 konflik agraria terkait
perkebunan tersebut, sekitar 67% merupakan sengketa perkebunan kelapa sawit,
melibatkan 127.280 hektar tanah yang dikuasai oleh 14.696 keluarga (Budiawan
dkk., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa BUMN perkebunan, khususnya
PTPN, menjadi salah satu aktor utama dalam konflik pertanahan di Indonesia.

Perihal hukum agraria Indonesia, pemerintah desa memiliki kedudukan
strategis untuk melayani dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat di
wilayahnya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Desa menjadikan tanah kas desa atau tanah milik desa yang tercatat
sebagai aset dapat dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan legitimasi yang diberikan
kepada desa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan
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masyarakat. Pemerintah desa memiliki kapasitas sebagai entitas hukum yang
memiliki wewenang dalam bertindak secara hukum untuk melindungi kepentingan
desa yang diwakili oleh kepala desa dan perangkat desa. Dalam konteks ini, ketika
terjadi klaim atas tanah yang diyakini lebih bermanfaat ketika dijadikan sebagai
aset desa namun dikuasai atau tercatat atas nama BUMN, pemerintah desa memiliki
hak untuk mengajukan tuntutan hukum guna mengolah dan memanfaatkan aset
tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip Otonomi Desa, di mana desa memiliki
wewenang penuh dalam menjalankan rumah tangganya, termasuk memiliki kendali
atas pengelolaan serta pemanfaatan aset-aset yang dimiliki (Dewi dkk., 2018).

Secara historis, tanah-tanah yang kini dikuasai oleh PTPN banyak yang
berasal dari perusahaan perkebunan era kolonial Belanda yang kemudian
dinasionalisasi pasca kemerdekaan. Pabrik gula merupakan salah satu industri
strategis pada masa kolonial yang menguasai lahan luas untuk perkebunan tebu dan
fasilitas pabrik. Didirikan oleh W.M. Van Den Boumen pada 1898, Pabrik Gula
Djatie di Nganjuk berfungsi sebagai instrumen pendukung peningkatan pendapatan
per kapita Pemerintah Hindia Belanda di daerah koloni (Nugroho, 2020). Setelah
Indonesia merdeka, aset-aset perusahaan asing tersebut dinasionalisasi dan
sebagian besar dialihkan pengelolaannya kepada Perusahaan Negara Perkebunan
(PNP) yang kemudian berkembang menjadi PT Perkebunan Nusantara.

Adapun demikian proses peralihan kepemilikan dan penguasaan tanah dari
era kolonial hingga masa Kini tidak selalu terdokumentasi dengan baik, sehingga
menimbulkan ketidakjelasan status hukum atas tanah-tanah tersebut. Ketika pabrik
gula berhenti beroperasi atau ditutup, status tanah bekas kantor, gudang, dan
fasilitas lainnya diambil alih oleh negara dan statusnya berubah menjadi aset
negara, hal ini membuka peluang munculnya penolakan dari berbagai pihak
termasuk pemerintah desa yang merasa bahwa tanah tersebut dapat dimanfaatkan
lebih ketika menjadi aset desa. Sesuai dengan tujuan Indonesia dalam
menasionalisasi warisan kolonial terhadap aset tanah dan perkebunan milik Belanda
yang mana bertujuan untuk mengembalikan kendali dan sebagai sumber ekonomi

bagi masyarakat (Pamungkas, t.t.).



Salah satu potret kerumitan masalah ini ditemukan di Desa Jatirejo, Nganjuk,
terkait sengketa tanah eks Pabrik Gula Djatie. Selain merupakan bangunan
bersejarah dari tahun 1898, pabrik ini memiliki latar belakang yang krusial karena
sempat dijadikan markas militer terselubung bagi serdadu Belanda di masa
penjajahan (Kartika Pradnya Paramitha, 2019). Pascakemerdekaan dan
nasionalisasi, aset tanah Pabrik Gula Djatie beralih menjadi aset negara yang
kemudian dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara | Regional 5. Atas dasar kondisi
itu, Pemerintah Desa Jatirejo mengajukan tuntutan agar tanah tersebut dapat
dikuasai dan dikelola sebagai aset desa untuk kepentingan masyarakat. Tuntutan
tersebut bertumpu pada tiga alasan pokok yakni, pertama adalah HGB secara
normatif mensyaratkan keberadaan bangunan, sedangkan di lapangan bangunan
telah lama tiada; kedua, tanah yang sekian lama tidak diusahakan memenubhi
indikasi tanah telantar sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Telantar; dan ketiga, pemanfaatan
yang tidak optimal dinilai bertentangan dengan fungsi sosial tanah.

Upaya penyelesaian sengketa ini sebenarnya telah pernah ditempuh melalui
jalur mediasi dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kantor
Pertanahan ATR/BPN Nganjuk sebagai fasilitator. Namun, mediasi tersebut
mengalami kebuntuan (deadlock) karena pihak PTPN | Regional 5 secara konsisten
berpegang teguh pada argumentasi bahwa aset tanah yang dikuasainya merupakan
Kekayaan Negara yang Dipisahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang BUMN, sehingga tidak dapat dialihkan atau dilepaskan kepada pihak
mana pun tanpa melalui mekanisme korporasi yang sangat ketat. Sikap tersebut,
secara normatif erat kaitanya dengan khawatir akan potensi pertanggunngjawaban
atas kerugian negara aset dilepaskan tanpa prosedur yang benar, meskipun secara
eksisting pemanfaatan hanya menyisahkan sebuah cerobong asap. Kebuntuan
mediasi ini mencerminkan fenomena klasik dalam sengketa pertanahan yang
melibatkan aset BUMN di Indonesia, di mana ketakutan atas tanggung jawab
administrasi dan hukum sering kali menghambat lahirnya solusi yang substantif dan
berkeadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, kondisi sengketa ini bukan lagi
sekadar potensi konflik, melainkan sengketa nyata yang mengalami kebuntuan dan
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membutuhkan kerangka penyelesaian yang lebih definitif. Sampai dengan
berakhirnya penelitian ini, tidak terdapat agenda mediasi lanjutan yang ditempuh
para pihak. Apabila didiagnosis secara logis,

Sengketa ini pada hakikatnya bukan perkara menang atau kalah antara dua
pihak yang berhadapan, melainkan keadilan dalam penataan penguasaan tanah.
BUMN dan pemerintah desasama-sama merupakan perwujudan kehadiran negara.
Keadilan agraria menghendaki agar tanah tidakdibiarkankehilangan fungsi
sosialnya semata-mata demimempertahankan status formal, karena fungsi sosial
hak atas tanah justru bertujuan menyeimbangkan kepentingan pemegang gak
dengan kemanfaatan bagi masyarakat (Rustan, 2013). Dalam kerangka tujuan
hukum, penyelesaian yang berkeadilan menuntut keseimbanganantara nilai
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional, sehingga tanah
dapat kembali berdaya guna bagi kemakmuran rakyat tanpa mengabaikan kepastian
hukum bagi pemegang hak (Glahe, 2017). Dengan demikian, keadilan yang dituju
bukan sekedar keadilan formal di atas kertas, melainkan keadilan substantif yang
memulihkan fungsi tanah bagi masyarakat yang selama ini kehilangan akses
atasnya.

Uraian permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, penelitian ini
mengambil fokus terhadap kasus permasalahan tanah eks Pabrik Gula Djatie di
Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sebagai studi kasus guna
dianalisis secara mendalam permasalahan hukum terkait tuntutan pemerintah desa
terhadap aset tanah PT Perkebunan Nusantara. Kasus ini dipilih karena
merepresentasikan isu struktural dalam sistem pertanahan Indonesia, khususnya
terkait status hukum tanah eks perusahaan kolonial yang kini dikuasai oleh BUMN,
serta menggambarkan kompleksitas kepentingan antara kepentingan ekonomi
nasional yang direpresentasikan oleh BUMN dengan kepentingan lokal yang
direpresentasikan oleh pemerintah desa.. Merujuk pada paparan di atas, maka studi
ini difokuskan pada judul “ANALISIS TUNTUTAN PEMERINTAH DESA
JATIREJO TERHADAP ASET TANAH PT PERKEBUNAN NUSANTARA 1
REGIONAL 5 (Studi Kasus Tanah Eks Pabrik Gula Djatie Desa Jatirejo,

Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk)”.



Perumusan Masalah

Bagaimana kedudukan hukum tuntutan Pemerintah Desa Jatirejo terhadap
aset tanah PT Perkebunan Nusantara atas tanah eks Pabrik Gula Djatie
ditinjau dari hukum pertanahan dan hukum pemerintah desa di Indonesia?
Bagaimana formulasi penyelesaian sengketa tanah antara Pemerintah Desa
Jatirejo dengan PT Perkebunan Nusantara menurut sistem hukum
pertanahan Indonesia?

Bagaimana implikasi hukum dari penyelesaian sengketa tanah eks Pabrik
Gula Djatie terhadap kepastian hukum pertanahan dan status hukum aset

tanah eks Pabrik Gula Djatie?

Tujuan

Mampu menjelaskan dan menganalisa kedudukan hukum tuntutan
Pemerintah Desa Jatirejo terhadap aset tanah PT Perkebunan Nusantara atas
tanah eks Pabrik Gula Djatie ditinjau dari hukum pertanahan dan hukum
pemerintahan desa di Indonesia.

Guna mengkaji dan juga analisis formulasi penyelesaian permasalahan
tanah antara Pemerintah Desa Jatirejo dengan PT Perkebunan Nusantara
menurut sistem hukum pertanahan Indonesia.

Untuk mengevaluasi dan menganalisis implikasi hukum dari penyelesaian
sengketa tanah eks Pabrik Gula Djatie terhadap kepastian hukum pertanahan

dan status hukum aset tanah eks Pabrik Gula Djatie.

Kegunaan Penelitian

Kontribusi pada sisi akademik, studi ini harapannya mampu memperkaya
literatur hukum agraria Indonesia, khususnya terkait permasalahan tanah
antara Pemerintah Desa dan BUMN dalam konteks tanah aset.

Ditinjau dari sisi praktisnya, studi ini harapannya mampu memberikan
sumbangsih terhadap pemangku kebijakan ketika merumuskan regulasi
yang lebih jelas terkait pengelolaan aset desa dan aset BUMN, serta
memberikan pedoman bagi praktisi hukum dalam menangani persoalan

yang sejenis.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, kedudukan hukum tuntutan Pemerintah Desa Jatirejo terhadap aset
tanah PT Perkebunan Nusantara I Regional 5 atas tanah eks Pabrik Gula Djatie
adalah sah secara kapasitas hukum (legal standing) berdasarkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 dan beralasan secara normatif melalui asas fungsi sosial tanah
serta indikasi tanah telantar. Sebaliknya, kedudukan Hak Guna Bangunan PTPN
mengandung cacat hakikat karena ketiadaan bangunan fungsional sejak 1949,
sehingga unsur esensial haknya tidak terpenuhi, meskipun secara formal

sertipikatnya tetap sah sampai dibatalkan melalui prosedur resmi.

Kedua, formulasi penyelesaian yang paling tepat adalah penyelesaian
administratif bertahap yang mengedepankan jalur non-litigasi. Penertiban tanah
telantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menjadi pintu
masuknya, sedangkan skema Hak Pengelolaan yang di atasnya dilekati hak atas
tanah bagi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2021 menjadi solusi konkretnya, dengan litigasi sebagai upaya hukum terakhir.

Ketiga, implikasi hukum penyelesaian tersebut bermuara pada kepastian
hukum yang berkeadilan. Skenario Hak Pengelolaan mengamankan aset negara
sebagai kepentingan PTPN sekaligus memberikan akses pemanfaatan ruang bagi
kesejahteraan warga sebagai kepentingan Pemerintah Desa, sehingga kemanfaatan

dirasakan oleh kedua entitas negara tanpa salah satunya dikalahkan secara mutlak.

B. Saran

Bagi Kementerian ATR/BPN, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten
Nganjuk, disarankan mengambil inisiatif proaktif melakukan evaluasi lapangan
atas indikasi tanah telantar eks Pabrik Gula Djatie. Kementerian ATR/BPN perlu
memfasilitasi, berkoordinasi duduk bersama dengan Kementerian BUMN,

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri secara berjenjang, melalui
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perangkatnya di daerah dalam rangka transformasi status Hak Guna Bangunan
milik PTPN menjadi Hak Pengelolaan, agar di atasnya dapat diterbitkan hak atas
tanah, seperti Hak Pakai bagi Pemerintah Desa Jatirejo melalui skema perjanjian

kerja sama pemanfaatan tanah.

Bagi PT Perkebunan Nusantara I Regional 5, disarankan mengubah
paradigma pengamanan aset dari sekadar mempertahankan status quo administratif
menjadi optimalisasi aset secara kolaboratif. PTPN sebaiknya membuka ruang
penyelesaian yang saling menguntungkan dengan menyetujui skema Hak
Pengelolaan, sehingga aset BUMN tetap aman karena kekayaan negara tidak
hilang, fungsi sosial tanah tetap berjalan, dan risiko sanksi pencabutan hak akibat

penelantaran dapat dihindari.

Bagi Pemerintah Desa Jatirejo, khususnya Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, disarankan menyudahi perpecahan internal dan
menyatukan kapasitas hukum kelembagaan. Selanjutnya, desa perlu menyiapkan
rencana pemanfaatan ruang dan ekonomi yang konkret, misalnya desain kawasan
wisata sejarah, ruang publik, atau fasilitas kesehatan, sebagai prasyarat
administratif saat mengajukan permohonan pemanfaatan tanah di atas Hak
Pengelolaan. Tanpa rencana peruntukan yang jelas, tuntutan desa akan dinilai tidak

memiliki urgensi kemanfaatan.

Pada akhirnya, penyelesaian sengketa aset negara tidak boleh berhenti pada
kemenangan formal di atas kertas. Hukum pertanahan yang baik harus bermuara
pada kepastian hukum yang berkeadilan, yakni keadaan ketika kekayaan negara
tetap terselamatkan, nilai historis bangsa tetap terlestarikan, dan tanah kembali

menjadi sumber kesejahteraan yang nyata bagi rakyat.
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